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RINGKASATN

Sebelum berlakunya Undang Undang no. 5 tahun 1960,kita
ketahui bahwa keadaan hukum agraria di Indonesia masih me-
ngalami dualisme hukum, Di satu pihak masih berlaku hukum
barat bagi Warga Negara keturunan isiung dan dilain pihak
masih berlaku hulum adat bagi Warga Negara Indonesia 4isli.

Melihat hal tersebut diatas maka penyusun tertarik un-
tik membahas masalah pensertifikatan hak atas’tanah dan be-
berapa faktor penghambatanya di kecamatan Yosowilangun
kabupaten Lumajang.

Hal ini disebabkan sertifikatan hak atas tanah sebagai
alat bukti yang kuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan masyaraskat akan alat bukti serti-
fikat perlu adanya pelayanan yang memadai, hal tersebut un-
tuk mendarong minat dan kesadaran hukum masyarakat dalam

melaksanakan pensertifikatan hak atas tanahnya.
‘ Salah satu tujuan dari pensertifikatan hak atas tanah
adalah untuk memjamin kepastian hukuu mengenai hak hak atas
tanah bagi rakyat di seluruh wilayah Kepublik Indonesia.
Tanda bukti pemilikan hak itu jug=z berguna untuk menghin-
dap; sengketa hak atas tanah yaung sering terjadi. Untuk me-
nghilidari hal tersebut maka diperlukau alat bukti pemilikan
hak atas tanah yang dikenal dengan sertifikat,

Sertifikat hak atas tanah sebapgai alat bukti yang kuat
dan sempurna menurut UUPA, karena sertifikat sebagai. alat
bukti otentik., Namun menurut pendaftaran yang dipakai oleh
Indonesia bahwa sertifikat bukan sebagai alat bukti yang
mutlak artinya bila ada pihak yang dirugikan dapat menuntut
untuk pembatalannya didepan pengadilan akan ketidakbenaran
sertifikatz tersebut.

Dalam hal pemilikan hak atas tanalh yang peralihannya
tidak dilakukan dihadapan PPAT, kesulitan yang dihadapi bila

il



mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah adalah tidak
adanya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Sehingga Jjika
pemilik ingin mensertifikatkan hak atas tanahnya, maka ia
harus mengulangi lagi perl:inan hak atas tanahnya dihadapan
PPAT sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP no. 10 tahun 1961,

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pensertifikatan
hak atas tanah adalah pendidikan, ekonomi, kesadaran hukum
dan faktor-faktor yang lainnya.

Sedangkan metode pendekatan masalan yang dipakail adalah
praktis realistis dan yuridir formal. Praktis realistis yé—
itu suatu yang berkenaan dengan praktek penerapan hukum da-
lan kehidupan masyarakat. Sedangkan yuridis formal yaitu
ingin mengetahui kebenaran bebemapa ketehtman dalam Undang

Undang dengan segenap peraturan pelaksananya, terutama yang
mengatur pendaftran tanah. '
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